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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perspektif Maslahah Terhadap Kebijakan Tentang
Cukai Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007”. Penelitian ini membahas
tentang kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut
dengan menggunakan perspektif maslahah yang mengacu pada kaidah “Tasarruf
al-Imam ‘Ala al-Ra iyyah Manitun Bi al-Magslahah. Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 ini bertujuan untuk mengatur pengenaan cukai pada barang-barang
tertentu, termasuk hasil tembakau. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai
permasalahan muncul salah satu masalah paling signifikan ialah tingginya tingkat
peredaran rokok ilegal, rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari
cukai , tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat karena kualitas produk yang
tidak terjamin, Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih
dalam terkait motif-motif yang mendasari adanya aturan Undang-Undang tentang
larangan penyebaran barang cukai tersebut dengan kacamata maslahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan kualitatif, adapun subjek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang
Nomor 39 tahun 2007. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder
dengan metode pengumpulan data melalui Pustaka.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 memiliki dimensi
Maslahah, karena maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut untuk
mengontrol peredaran barang-barang tertentu yang berpotensi dapat mencederai
kesehatan. Mengutip kaidah figh yang berbunyi “Tasarruf al-imam ‘Ala al-
Ra‘iyyah Manatun Bi al-Maslahah”, Kebijakan seorang pemimpin terhadap
rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan. Kaidah di atas tentu selaras dengan
maksud dan tujuan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan, yakni harus
bermuara kepada kemaslahatan, dalam hal ini maksud dan tujuan dari penetapan
kebijakan cukai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi
kesehatan, serta mendukung pembangunan ekonomi negara.

Kata Kunci: Maslahah, Cukai, Undang-undang.



ABSTRACT

This thesis is entitled "Maslahah Perspective on Excise Policy in Law
Number 39 of 2007". This research discusses government policies contained in the
Law using a maslahah perspective which refers to the rules of "Tasarruf al-lmam
‘Ala al-Ra‘iyyah Maniatun Bi al-Maslahah.” Law Number 39 of 2007 aims to
regulate the imposition of excise on certain goods, including tobacco products.
However, as time goes by, various problems arise, one of the most significant
problems is the high level of circulation of illegal cigarettes. Illegal cigarettes not
only harm the state's income from excise, but also threaten public health because
the quality of the product is not guaranteed. Thus, the authors feel interested in
examine in more depth the motives underlying the provisions of the law regarding
the prohibition on the distribution of excise goods through the lens of maslahah.

This type of research is library research with a qualitative approach and the
subject of this research is Law Number 39 of 2007. The data source used is a
secondary data source with data collection methods through libraries.

The results of this research explain that the policy issued by the government
in Law Number 39 of 2007 has a Maslahah dimension, because the aim and purpose
of the policy is to control the circulation of certain goods that have the potential to
injure health. Quoting the figh rule which reads "Tasarruf al-Imam “Ala al-Ra‘iyyah
Maniatun Bi al-Maslahah", a leader's policy towards his people depends on the
benefit. The above rule is certainly in line with the government's aims and
objectives in establishing a policy, namely that it must lead to the benefit, in this
case the aims and objectives of establishing excise policies are to improve
community welfare, protect health, and support development country's economy.

Keywords: Maslahah, Excise, Law.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai cukai di Indonesia tidak ada henti-hentinya,
dilihat dari berbagai berita online dan adanya upaya pemerintah dalam
menindak hal tersebut. Mengutip data Ditjen Bea dan Cukai, bahwa tingkat
peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%.
Angka itu menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang tidak
terselamatkan senilai Rp. 15,01 triliun.t Hal ini dapat terjadi karena harga rokok
legal yang dianggap semakin mahal dipasaran.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengadakan workshop pemberantasan
bea cukai ilegal yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Bea Cukai. Kegiatan
ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cukai dalam
upaya memberantas peredaran barang-barang ilegal.2

Hal-hal yang berkaitan dengan cukai telah tertuang dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 2007. Yang mana Undang -Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang cukai merupakan salah satu regulasi utama dalam sistem

perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang cukai yang

1 Rokok llegal Makin Menjamur, Pemerintah Perlu Tingkatkan Edukasi, ” investor.id,
diakses 6 Agustus 2024, https://investor.id/macroeconomy/369227/rokok -ilegal-makin-menjamur-
pemerintah- perlu-tingkatkan-edukasi.

2 Satpol PP Ajak Masyarakat Basmi Cukai llegal- Website Pemerintah Kabupaten Bantul,”
diakses 6 Agustus 2024, https://bantulkab.go.id/berita/detail/5790/satpol -pp-ajak-masyarakat-
basmi- cukai-ilegal.html



dikenakan pada barang-barang tertentu, termasuk rokok, alkohol, dan produk-
produk lainnya yang dianggap berdampak negatif kepada kesehatan dan
lingkungan. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol
konsumsi barang-barang beresiko dan meningkatkan pendapatan keuangan
Negara.?

Pengenaan cukai pada barang-barang tersebut bertujuan untuk
mengurangi konsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan
masyarakat. Barang-barang yang kena cukai seperti rokok dan alkohol
memiliki dampak kesehatan yang serius, kebijakan ini diharapkan bisa
mengurangi tingkat konsumsi serta memperbaiki kesehatan masyarakat secara
keseluruhan. Selain aspek kesehatan, Undang-undang cukai juga memiliki
tujuan ekonomi, yakni meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan yang
diperoleh dari cukai dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik,
termasuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Dengan demikian, Undang- undang ini tidak hanya fokus pada pengendalian
konsumsi tetapi juga pada aspek fiskal4

Dalam konteks hukum Islam, kebijakan dan regulasi harus dievaluasi
berdasarkan prinsip maslahah, yang berarti kemaslahatan atau manfaat umum.

Maslahah mencakup berbagai kategori kebutuhan manusia, mulai dari

8 Prayudha, E. (2019). Pelaksanaan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
Terhadap Penanggulangan Peredaran Rokok Import Ilegal Di Kantor Bea Cukai Pekanbaru
(Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

4 Panjaitan, C.J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati
Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis
Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan
Informasi Hukum danMasyarakat, 21(2), 279-311.



kebutuhan mendasar yang vital hingga kebutuhan yang memudahkan dan
memperindah kehidupan. Negara mempunyai kepentingan sekaligus
kewajiban dalam menerapkan suatu kebijakan yang dapat bermuara kepada
suatu kemaslahatan, dalam hal ini mengatur kebijakan tentang cukai agar
barang-barang yang masuk dalam katagori Barang Kena Cukai (BKC) dapat
terkontrol peredarannya dengan baik.

Mengenai makna Maslahah, menurut para ahli Ushul bahwa pengertian
al-maslahah adalah “menerapkan hukum syariat terhadap perkara-perkara
yang tidak terdapat dalam nash atau ijma” untuk menjaga kemaslahatan.
Berbicara mengenai kemaslahatan, ada tiga jenis kemaslahatan:

1. Kemaslahatan yang didukung oleh Sunnah dan Al-Qur'an. Para ulama
mengakui kemaslahatan semacam ini, seperti halnya Hifdzu nafsi, hifdzu
mal, dan lain sebagainya adalah contohnya.

2. Kemaslahatan yang tidak selaras dengan nash yang sudah ditetapkan
(qath’i).

3. Kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam syariat serta tidak ada dalil juga
yang melarang atau menolaknya, hal demikianlah yang dimaksud dengan
maslahah al-mursalah. Dalam kemaslahatan maslahah al-mursalah yang
terdapat di poin ini mendapat pertentangan dari sebagian para Ulama yang

juga sekaligus menolak penerapan istihsan.s

5 A.Djazuli, llmu Figih (Jakarta: Kencana. 2005), 86



Dalam mempertimbangkan suatu kebijakan, kebijakan tersebut sudah
seharusnya dapat bermuara kepada suatu kemaslahatan, seperti halnya yang

terdapat dalam kaidah Figh:

ey i o o ol D5l

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung

kepada kemaslahatan. s
Pada hakikatnya seorang pemimpin, pegawai pemerintah, pegawai
militer atau sipil, hakim atau gadhli, tokoh masyarakat, dan sebagainya harus
mendedikasikan kepemimpinannyauntuk kesejahteraan rakyat karena mereka

adalah pelayan masyarakat, Seperti halnya sabda Nabi:
RPEEH r
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”

Para pemimpin ini mempunyai kewajiban untuk mengelola
pemerintahan secara efektif karena mereka hanyalah perwakilan dari
pemenuhan hak-hak rakyat. Hal ini merupakan wujud tugas seorang pemimpin
untuk menegakkan supremasi hukum, menghilangkan kebodohan,
melestarikan kemaslahatan, menjaga harta masyarakat, memberikan rasa aman

kepada setiap orang, dan lain sebagainya.”

6 Ali Ahmad Al-Nadwi: Al-Qawa’id Al-Fighiyah, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000)

7 Syukur Sarmin, Sumber-sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-lkhlas, 1993)



Kebijakan seorang pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan
Maslahah, karena dalam merumuskan suatu kebijakan harus
mempertimbangkan dari kedua sisi. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan
yang lebih maslahah bagi umatnya dapat menjadi tolak ukur dalam membina
kesejahteraan bagi rakyat.s

Keadilan sosial menjadi isu penting dalam penerapan Undang-Undang
tentang Cukai. Evaluasi harus mencakup apakah pengenaan cukai adil dan
tidak membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak proporsional.
Kebijakan Cukai harus memastikan bahwa beban tidak jatuh secara tidak adil
pada kelompok tertentu, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Salah
satu tantangan utama dalam Undang-undang tentang Cukai adalah efektivitas
dan implementasi. Penerapan yang tidak efektif atau masalah administrasi
dapat mengurangi manfaat kebijakan dan menyebabkan ketidak adilan.
Evaluasi harus mencakup sejauh mana kebijakan ini diterapkan dengan baik
dan bebas dari korupsi atau penyimpangan.®

Dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan cukai juga perlu
diperhatikan. Memungkinan bahwa pengenaan Cukai yang tinggi dapat
mempengaruhi daya beli masyarakat dan mendorong peningkatan pasar gelap

atau penghindaran Cukai. Evaluasi harus mencakup dampak ini untuk

8 Abdul Hagq et al,. Formulasi Nalar figh Jilid 1.(Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005)

9 Taufigah, T. (2020). Efektifitas pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang
cukai berkaitan dengan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tinjauan
maslahah mursalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).



memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan masalah baru.

Penelitian mengenai perspektif maslahah terhadap kebijakan Undang-
Undang tentang Cukai bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai efektivitas dan keadilan kebijakan ini melalui
perspektif maslahah. Dengan analisis yang mendalam menggunakan
pendekatan maslahah diharapkan dapat memperbaiki atau memberi
sumbangan teoritik untuk meningkatkan kebijakan agar lebih sesuai dengan
prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.°

Penelitian ini membantu melihat dalam sisi maslahah pada kebijakan
tentang Cukai. Diharapkan dapat memberi insight baru pada kelemahan yang
ada dan meningkatkan manfaat bagi masyarakat, serta memastikan bahwa
kebijakan ini sesuai dengan prinsip maslahah. Mengingat pentingnya Undang-
Undang tentang Cukai dalam konteks kesehatan masyarakat dan
perekonomian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memahami dampak
kebijakan untuk meningkatkan penerapannya. Melalui penelitian ini penulis
sedikit memberi sumbangan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik
tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara adil dan
efektif perspektif maslahah.

Akhirnya, evaluasi perspektif maslahah terhadap Undang-Undang

Cukai akan memberikan insight yang berharga bagi pembuat kebijakan,

10 Novalia, I. (2011). Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar Ditinjau Dari
Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).

11 Falah, F. Pengambilan cukai tembakau oleh pemerintah menurut perspektif empat
madzhab figih (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).



akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih
baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem perpajakan yang
adil, efisien, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penelitian ini menitik
beratkan pada poin yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagaimana
berikut;
1. Bagaimana kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007?
2. Bagaimana perspektif maslahah terhadap kebijakan tentang Cukai
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dan kegunaan penelitian Perspektif maslahah terhadap kebijakan
tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007
sangat penting untuk menjelaskan berbagai aspek yang kompleks dalam konteks
kebijakan di Indonesia.
Tujuan Penelitian:
3. Untuk mengetahui kebijakan tentang Cukai dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007
4. Untuk mengetahui perspektif maslahah terhadap kebijakan tentang
Cukai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:



1. Bagi pembuat kebijakan memberikan wawasan dan data yang
berharga dalam menilai dan memperbaiki kebijakan cukai.
2. Bagi akademisi dan peneliti menyediakan bahan referensi dan analisis
mendalam mengenai penerapan prinsip maslahah dalam kebijakan
cukai.
3. Bagi masyarakat menyediakan informasi dan pemahaman mengenai
dampak kebijakan cukai terhadap kesejahteraan masyarakat.
D. Telaah Pustaka

Adapun dalam tinjauan pustaka dalam penelitian ini penulis membagi
pada dua pokok pembahasan pertama tentang objek penelitian dalam skripsi
yaitu Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai itu sendiri; penelitian
yang ditulis oleh Panjaitan mengangkat tentang tindak pidana menjual barang
kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, penelitian menggunakan Undang-
undang No. 39 tahun 2007 itu sendiri sebagai perspektif terhadap barang-barang
yang kena cukai. Penelitian ini menemukan masih maraknya dan berbagai pola
yang dimainkan dalam menjual barang yang seharusnya terdapat label cukai
sebagaimana diatur Undang-undang No. 39 tahun 2007.12 Penelitian selanjutnya
ialah disertasi yang ditulis Syahputra, penelitian mengangkat tentang penegakan
hukum di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai di Riau. Menemukan

tentang proses penegakan hukum yang masih belum efektif.12 Ketiga penelitian

12 Panjaitan, C. J. (2022). Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati
Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis
Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan
Informasi Hukum danMasyarakat, 21(2), 279-311.

13 Syahputra, I., & Edorita, W. (2016). Penegakan Hukum Peredaran Rokok llegal Tanpa



tentang penerapan sanksi bagi penjual rokok impor tanpa cukai yang ditulis oleh
Widi, penelitian mengkaji perubahan Undang-undang No 39 tahun 2007 tentang
cukai dari Undang-undang sebelumnya Undang-undang No. 11 tahun 1995.14
Selanjutnya penelitian tentang gula yang seharusnya kena cukai karena dampak
proses perbendaharaan administrasi, keuangan dan kebijakan publik.s
Penelitian selanjutnya ialah tentang peran penyidik pegawai negeri sipil dalam
hal tindak pidana bea cukai.t® Selanjutnya penelitian Chandra yang mengkaji
ekstensifikasi barang kena cukai pada minuman ringan.t” Penelitian terakhir
tentang efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai terhadap hasil tembakau
terhadap bidang kesehatan.:&

Kedua tentang maslahah, adapun pendekatan ini telah banyak digunakan
dalam berbagai penelitian. Akan tetapi belum ada yang memakai pendekatan ini

pada kasus Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang cukai. Untuk menyebut

Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota (Doctoral dissertation, Riau University).

4 Widi, W. P. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Penjual Rokok Impor Tanpa Pita Cukai
di Kota Pekanbaru Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun
1995 Tentang Cukai. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 6(2), 184-197

15 Setyawan, B. (2018). Kajian pengenaan cukai terhadap gula. Indonesian Treasury
Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3(4), 284-295.

16 Saroinsong, J. E. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak
Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam
Kasus Penyelundupan. Lex Et Societatis, 7(7)

17 CHANDRA, E., & Gufraeni, R. (2011). Kajian ekstensifikasi barang kenacukai pada
minuman ringan berkarbonasi. BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Illmu Administrasi dan Organisasi,
16(3),6.

18 Wulandari, F. (2019). Efektivitas pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
dalambidang kesehatan di Kota Surakarta tahun 2018.
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sebagaimana disebut di atas penelitian pertama yang menggunakan pendekatan
maslahah adalah Wahyudani, yang meneliti tentang keabsahan nikah siri dalam
perspektif maslahah.r® Selanjutnya penelitian Asmara, yang menggunakan
pendekatan maslahah dalam urgensi talak didepan sidang perspetif maslahah.2
dan Hafidzi meneliti tentang prasyarat tentang cerai dalam kitab figh islam
melalui pendekatan figh maslahah mursalah.2
E. Kerangka Teoritik
1. Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan pada barang-
barang tertentu sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-
Undang. Cukai adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau entitas
kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Cukai digunakan untuk membiayai
berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan,
kesehatan, dan keamanan.

Menurut Subiyanto Cukai adalah salah satu jenis pajak tidak langsung
yang memiliki karakteristik berbeda dan khusus yang mana tidak dimiliki oleh
jenis pajak lain. Bahkan tidak sama dengan jenis pajak lainnya yang tergolong

pada jenis pajak tidak langsung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 beserta

19 Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah.
Jurisprudensi:Jurnal llmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 12(1), 44-63.

20 Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan
PerspektifMaslahah Mursalah. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 3(2 December), 207-226

21 Hafidzi, A. (2017). Prasyarat Poligami Dalam Kitab Figih Islam Dan Kompilasi Hukum
IslamPerspektif Maslahah Mursalah. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 7(2), 366
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peraturan turunannya mengatur tiga hal pokok yaitu mengenai sistem cukai,
struktur tarif dan beban besaran cukai. 22

Permasalahan mengenai cukai di Indonesia tidak ada henti-hentinya,
dilihat dari berbagai berita online dan adanya upaya pemerintah dalam
menindak hal tersebut. Mengutip data Ditjen Bea dan Cukai, bahwa tingkat
peredaran rokok ilegal tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,86%.
Angka itu menunjukkan adanya potensi penerimaan negara yang tidak
terselamatkan senilai Rp. 15,01 triliun.

Pengenaan cukai pada barang-barang tersebut bertujuan untuk
mengurangi konsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan
masyarakat. Barang-barang yang kena cukai seperti rokok dan alkohol memiliki
dampak kesehatan yang serius, kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi
tingkat konsumsi serta memperbaiki kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Selain aspek kesehatan, Undang-undang cukai juga memiliki tujuan ekonomi,
yakni meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan yang diperoleh dari cukai
dapat digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban dalam
menerapkan suatu kebijakan yang dapat bermuara kepada suatu kemaslahatan,
dalam hal ini mengatur kebijakan tentang Cukai, agar barang-barang yang
masuk dalam katagori Barang Kena Cukai (BKC) dapat terkontrol peredarannya

dengan baik.

22 Mohammad Fachrudin, “Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai
dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia,” Universitas Pamulang Program Studi D3 Akuntansi,
2018.
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2. Maslahah

Maslahah berasal dari dari Bahasa Arab yang dalam Bahasa
Indonesianya menjadi kata maslahat, yang artinya sesuatu hal yang
mendatangkan manfaat/kebaikan. Konsep maslahah dalam ilmu Figh juga
sering digunakan sebagai dasar hukum, apabila ada dua pilihan dalam satu
masalah, maka yang digunakan adalah hal yang lebih bermanfaat atau maslahah
bagi semua orang ataupun individu perorangan.

Imam al-Ghazali menyampaikan sesuatu bisa disebut maslahah jika
sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia,
Dengan demikian suatu hal dianggap maslahah itu disaat melindungi hakikat
manusiadan juga bermanfaat, serta tidak bertentangan dengan kehendak syara..

Dalam ilmu Figh ada kaidah yang berbunyi “Kebijakan seorang
pemimpin terhadap rakyatnya harus bergantung kepada kemaslahatan” dengan
tegas bahwa kaidah tersebut menekankan bahwa seorang pemimpin harus
membuat keputusan berdasarkan prinsip maslahah untuk memastikan
kesejahteraan dan kepentingan umum masyarakat. Dalam konteks Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, prinsip-prinsip maslahah dapat
digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
tentang Cukai tersebut memenuhi tujuan syariah, keadilan, dan kesejahteraan
umum, serta relevansi dan efektivitas dalam konteks sosial-ekonomi saat ini.
F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau mekanisme yang akan

dilakukan dalam proses mengumpulkan data. Metode penelitian dalam skripsi
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ini sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang
bersumber dari sumber-sumber tertulis baik cetak, seperti : Buku, Undang-
Undang atau regulasi serta hasil penelitian terdahulu maupun elektronik, seperti:
e-book, e-jurnal, artikel berita online, laporan, website dan media sosial terkait
Perspektif Maslahah atas Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Cukai.z
2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun karya ilmiah
adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau memberi
gambaran terkait objek penelitian dalam hal ini Perspektif maslahah terhadap
kebijakan tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
tahun 2007.
3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif. Dengan pendekatan ini penulis mengkaji dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berlaku sesuai objek penelitian dengan melihat dari

data-data perspektif maslahah.

23 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia, 2014).him. 2.
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4. Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier
yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Yaitu
bahan yang terdiri dari aturan perundang-undangan sebagaimana yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
b. Bahan Hukum Sekunder
Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti halnya rancangan Undang-Undang, buku, teks, hasil-
hasil penelitian, jurnal serta pendapat para ahli.
c. Bahan Hukum Tersier
Berupa bahan yang berfungsi untuk menunjang bahan primer dan
skunder seperti halnya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
5. Analisis Data
Penulis menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan
mengumpulkan dan menghimpun data terkait gambaran perspektif maslahah
terhadap kebijakan tentang cukai dalam Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 39 tahun 2007 yang kemudian dianalisis menggunakan teori maslahah
dimana teori ini digunakan sebagai pembatas serta pisau analisis dalam
penelitian skripsi penulis.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, teknik analisis data yang

dipakai ialah deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data
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deskriptif berbentuk kata-kata tertulis atau lisan serta fenomena yang dapat
diamati dan menjadi regulasi dalam keseharian dari objek penelitian.2

Adapun langkah dalam melakukan studi literatur ialah mengumpulkan
informasi dan tinjauan terhadap teori maslahah yang relevan dengan penerapan
kasus Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Cukai. Studi literatur
juga meliputi penelusuran terhadap regulasi, kebijakan, dan literatur terkait
undang-undang cukai dan perspektif maslahah.2s Dokumen-dokumenyang telah
dikumpulkan akan dianalisis untuk mengevaluasi kebijakan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Perspektif maslahah.

Interpretasi hasil diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan dalam kebijakan. Temuan-temuan ini dikaitkan dengan teori-teori
maslahah yang telah dipelajari dalam studi literatur untuk memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang situasi yang ada. Untukmeningkatkan
efektivitas dalam kebijakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2007 tentang cukai perspektif maslahah.

Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
tentang bagaimana kebijakan Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 39
Tahun 2007 tentang cukai perspektif maslahah dilaksanakan dalam praktik,
serta memberikan pandangan yang kritis terhadap tantangan dan potensi solusi

dalam konteks hukum tata negara.

24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya,
2011), him, 3.

25 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006,) him. 96.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah design atau rancangan bagaimana
penelitian ini ditulis yang dirangkum dalam lima bab yang penulis rincikan pada
penjelasan di bawah ini sebagai berikut;

Bab pertama penelitian ini memuat pendahuluan berisi dari latar
belakang masalah yang mengerucut pada rumusan masalah menjadi inti dari
permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya berisi tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang kajian teori sebagai pisau pembedah dan
metodologi penelitian yang mana pada bab kedua akan mengupas tuntas tentang
definisi maslahah, dasar hukum dan kategorinya.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum objek penelitian yakni
Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, meliputi pengertian,
karakteristik dan barang yang diwajibkan kena cukai tersebut. Bahwa dalam
Undang-undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang cukai melarang setiap orang
yang menawarkan, menyerahkan, menjual ataupun semacamnya, barang kena
cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai.

Bab keempat ialah inti dari penelitian yaitu pembahasan berisi tentang
analisis penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
tentang cukai yang dilihat dari perspektif maslahah.

Bab kelima ialah penutup berisi kesimpulan hasil dari analisis penelitian

kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang cukai
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perspektif maslahah. Serta terakhir ialah saran yang ditujukan untuk semua

pihak terkait.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Cukai merupakan pungutan negara yang dibebankan pada barang—
barang tertentu sesuai dengan karakteristik yang terdapat dalam Undang-
Undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 beserta peraturan turunannya
mengatur tiga hal pokok yaitu mengenai sistem cukai, struktur tarif dan beban
besaran cukai. Cukai adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh individu atau
entitas kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Cukai digunakan untuk
membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur,
pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Penerapan kebijakan tentang Cukai sudah tepat dan bersifat maslahah
serta telah selaras dengan anjuran kaidah “Tasarruf al-Imam ‘Ala al-Ra ‘iyyah
Maniitun Bi  al-Maglahah, karena dengan adanya kebijakan ini dapat
meningkatkan pendapatan negara, melindungi kesehatan masyarakat, dan
mendukung pembangunan sosial-ekonomi. Namun, tantangan seperti
penghindaran dan dampak pada usaha kecil perlu dikelola dengan baik agar
manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

B. Saran
Berikut adalah beberapa saran untuk perbaikan kebijakan tentang cukai

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007:

63
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1. Penyederhanaan Struktur Tarif
Tinjauan dan sederhanakan struktur tarif cukai untuk mengurangi
kompleksitas. Pengaturan yang lebih transparan dapat membantu
masyarakat memahami kewajiban mereka dan meningkatkan kepatuhan.
2. Fokus pada Kesehatan Masyarakat
Pertimbangkan untuk meningkatkan tarif cukai pada barang-barang
yang berpotensi merusak kesehatan, seperti rokok dan alkohol. Pendapatan
tambahan dapat digunakan untuk program kesehatan masyarakat.
3. Program Edukasi dan Sosialisasi
Lakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenai dampak barang yang dikenakan cukai. Informasi
yang jelas dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membayar
cukai.
4. Penggunaan Teknologi
Implementasikan teknologi informasi dalam pengumpulan dan
pemantauan Cukai. Penggunaan sistem digital dapat mengurangi
kemungkinan penghindaran cukai dan meningkatkan transparansi.
5. Meningkatkan Akuntabilitas
Pastikan ada transparansi dalam penggunaan pendapatan dari cukai.
Laporan tahunan tentang penggunaan pendapatan ini dapat meningkatkan

akuntabilitas kepada publik.
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Keadilan Sosial

Lakukan kajian untuk memastikan bahwa penerapan cukai tidak
membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Pertimbangkan mekanisme
kompensasi bagi kelompok yang terkena dampak negatif.
Kolaborasi dengan Stakeholder

Mengajak pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil,
pelaku usaha, dan akademisi, untuk berdiskusi tentang kebijakan cukai.

Input dari berbagai pihak dapat memperkaya kebijakan yang ada.

. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan cukai untuk mengukur
dampaknya terhadap pendapatan negara, kesehatan masyarakat, dan
keadilan sosial. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk revisi kebijakan di
masa mendatang.

Inovasi Penggunaan Pendapatan Cukai

Pastikan sebagian pendapatan dari cukai digunakan untuk program-
program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti pendidikan,
kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

Penanganan Penghindaran Cukai

Tingkatkan penegakan hukum terhadap praktik penghindaran cukai.

Sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera dan meningkatkan

kepatuhan.
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